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BUPATI TULANG BAWANG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT

NOMOR 8 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH

KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT NOMOR 6 TAHUN 2013
TENTANG PENGELOLAAN DAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

a.

BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah, pengelolaan pendidikan menengah
telah menjadi kewenangan Provinsi, sehingga Peraturan
Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 6 Tahun
2013 tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan
Pendidikan perlu ditinjau kembali dan disesuaikan
dengan kebijakan pemerintah berdasarkan ketentuan
peraturan perundang-undangan yang berlaku;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a diatas, maka perlu menetapkan
Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan
Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 6 Tahun
2013 tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan
Pendidikan;

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional (Lembaran NegaraRepublik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, TambahanLembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2008 tentang
Pembentukan Kabupaten Tulang Bawang Barat di
Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4934);



10.

11.

12.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang
Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana
telah beberapakali terakhir diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan
Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005
tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 45, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang
Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor
72 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan
Layanan Khusus (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2013 Nomor 822);

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18
Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);

Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik
Indonesia Nomor 22 Tahun 2016 tentang Standar Proses
Pendidikan Dasar Dan Menengah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 955);

Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor
75 Tahun 2016 tentang Komite Sekolah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2117);

Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat
Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Dan
Penyelenggaran Pendidikan (Lembaran Daerah
Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2013 Nomor 6,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang
Nomor 34);



13. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat
Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tulang Bawang
Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang
Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Tulang Bawang Nomor 74).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT

dan

BUPATI TULANG BAWANG BARAT
MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN
TULANG BAWANG BARAT NOMOR 6 TAHUN 2013 TENTANG
PENGELOLAAN DAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat
Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaran Pendidikan
(Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2013 Nomor 6,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 34), diubah
sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 angka 7, angka 8, angka 10, angka 11, angka 14 serta
angka 18 diubah, dan angka 9, angka 12, angka 19, angka 20, angka 21,
angka 22 serta angka 23 dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tulang Bawang Barat.

2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh
Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menurut
azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-
luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945.

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur
penyelenggara pemerintahan daerah.

4. Bupati adalah Bupati Kabupaten Tulang Bawang Barat.

5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah
DPRD Kabupaten Tulang Bawang Barat.

6. Dinas adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Tulang Bawang Barat.

7. Pendidikan Anak Usia Dini yang selanjutnya disebut PAUD adalah suatu
upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan
usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan
pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani
dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih
lanjut.



11.

12.

13.

14.

15.
16.

17.
18.

19.
20.
21.
22.
23.
24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

Pendidikan dasar adalah jenjang pendidikan pada jalur pendidikan formal
yang melandasi jenjang pendidikan menengah, yang diselenggarakan pada
satuan pendidikan berbentuk Sekolah Dasar serta menjadi satu kesatuan
kelanjutan pendidikan pada satuan pendidikan yang berbentuk Sekolah
Menengah Pertama.

Dihapus.

. Pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang

yang terdiri atas pendidikan dasar.

Pendidikan nonformal adalah jalur pendidikan diluar pendidikan formal
yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang;

Dihapus.

Pendidikan berbasis keunggulan lokal adalah pendidikan yang
diselenggarakan setelah memenuhi Standar Nasional Pendidikan dan
diperkaya dengan keunggulan kompetitif dan/atau komparatif daerah.
Taman kanak-kanak selanjutnya disebut TK adalah salah satu bentuk
satuan pendidikan anak usia dini yang menyelenggarakan program
pendidikan bagi anak usia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.
Dihapus.

Sekolah Dasar yang selanjutnya disebut SD adalah salah satu bentuk
satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada
jenjang pendidikan dasar.

Dihapus.

Sekolah Menengah Pertama, yang selanjutnya disingkat SMP, adalah salah
satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan
umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD.

Dihapus.

Dihapus.

Dihapus.

Dihapus.

Dihapus.

Kurikulum adalah seperangkat rencana dan peraturan mengenai tujuan,
isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman
penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan
pendidikan tertentu.

Pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidikan dan
sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.

Evaluasi pendidikan adalah kegiatan pengendalian, penjaminan dan
penerapan mutu pendidikan terhadap berbagai komponen pendidikan pada
setiap  jalur, jenjang, dan jenis pendidikan sebagai bentuk
pertanggungjawaban penyelenggaraan pendidikan.

Akreditasi adalah kegiatan penilaian kelayakan program dan/atau satuan
pendidikan berdasarkan kriteria atau standar yang telah ditetapkan.
Sistem Informasi Pendidikan adalah layanan informasi yang menyajikan
data kependidikan meliputi lembaga pendidikan, kurikulum, peserta didik,
tenaga pendidik dan kependidikan, sarana dan prasarana, pembiayaan,
dan kebijakan pemerintah, pemerintah daerah serta peran serta
masyarakat yang dapat diakses oleh berbagai pihak yang memerlukan.
Kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan dan perilaku
yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh guru dalam melaksanakan
tugas keprofesionalan.

Standar pendidikan adalah kriteria minimal tentang berbagai aspek yang
relevan dalam pelaksanaan pendidikan, yang berlaku dan yang harus
dipenuhi oleh penyelenggara dan/atau satuan pendidikan di daerah.
Penyelenggaraan Pendidikan adalah kegiatan pelaksanaan komponen-
komponen sistem pendidikan pada satuan/program pendidikan pada jalur,
jenjang, dan jenis pendidikan agar proses pendidikan dapat berlangsung
sesuai dengan tujuan pendidikan nasional.



32.

33.

34.

35.

36.

37.

(1)

(2)

(1)

(2)

Pengelolaan pendidikan adalah pengaturan tentang kewenangan dan
penyelenggaraan sistem pendidikan nasional oleh Pemerintah Daerah,
penyelenggara pendidikan yang didirikan masyarakat dan satuan
pendidikan agar proses pendidikan dapat berlangsung sesuai dengan
tujuan pendidikan nasional.

Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan
potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang,
dan jenis pendidikan tertentu.

Wajib belajar adalah program pendidikan minimal yang harus diikuti oleh
warga masyarakat atas tanggung jawab Pemerintah dan Pemerintah
Daerah.

Dewan Pendidikan adalah lembaga mandiri yang beranggotakan berbagai
unsur masyarakat yang peduli pendidikan.

Komite Sekolah adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orang
tua/wali peserta didik, komunitas sekolah, serta tokoh masyarakat yang
peduli pendidikan.

Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di
bidang pendidikan nasional.

Ketentuan Pasal 14 ayat (1) huruf b diubah, sehingga berbunyi sebagai
berikut :

Pasal 14

Bupati menetapkan target tingkat pemerataan partisipasi pendidikan yang
meliputi:

a. antar kecamatan;

b. antar Tiyuh/kelurahan; dan

c. antara laki-laki dan perempuan.

Bupati menetapkan kebijakan untuk menjamin peserta didik memperoleh
akses pelayanan pendidikan bagi peserta didik yang orang tua/walinya
tidak mampu membiayai pendidikan, peserta didik pendidikan khusus,
dan/atau peserta didik di daerah khusus.

Ketentuan Pasal 20 ayat (1) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 20

Pengelolaan satuan pendidikan bertujuan memajukan pendidikan nasional
berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945, dengan menerapkan manajemen berbasis sekolah
pada jenjang pendidikan dasar.

Pengelolaan satuan pendidikan didasarkan pada prinsip:

a. nirlaba, yaitu prinsip kegiatan satuan pendidikan yang bertujuan utama
tidak mencari keuntungan, sehingga seluruh sisa lebih hasil kegiatan
satuan pendidikan harus digunakan untuk meningkatkan kapasitas
dan/atau mutu layanan satuan pendidikan;

b. akuntabilitas, yaitu kemampuan dan komitmen satuan pendidikan
untuk mempertanggungjawabkan semua kegiatan yang dijalankan
kepada pemangku kepentingan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan,;

c. penjaminan mutu, yaitu kegiatan sistemik satuan pendidikan dalam
memberikan layanan pendidikan formal yang memenuhi atau melampaui
Standar Nasional Pendidikan secara berkelanjutan;



d. transparansi, yaitu keterbukaan dan kemampuan satuan pendidikan
menyajikan informasi yang relevan secara tepat waktu sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan dan standar pelaporan yang
berlaku kepada pemangku kepentingan.

e. akses berkeadilan, yaitu memberikan layanan pendidikan formal kepada
calon peserta didik dan peserta didik, tanpa pengecualian.

4. Ketentuan Pasal 24 dihapus.
5. Ketentuan Pasal 25 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :
Pasal 25

Satuan pendidikan anak usia dini jalur formal dan pendidikan dasar, yang

diselenggarakan oleh pemerintah daerah memiliki paling sedikit 2 (dua) organ

yang terdiri atas:

a. kepala sekolah yang menjalankan fungsi manajemen satuan pendidikan
anak usia dini jalur formal dan pendidikan dasar; dan

b. komite sekolah yang menjalankan fungsi pengarahan, pertimbangan, dan
pengawasan akademik.

6. Ketentuan Pasal 26 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diubah, sehingga berbunyi
sebagai berikut :

Pasal 26

(1) Pengelolaan satuan pendidikan anak usia dini jalur formal dan pendidikan
dasar, yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah menggunakan tata
kelola sebagai berikut:

a. kepala sekolah menjalankan manajemen berbasis sekolah untuk dan
atas nama Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan; dan

b. komite sekolah memberi bantuan pengarahan, pertimbangan, dan
melakukan pengawasan akademik kepada dan terhadap kepala sekolah.

(2) Manajemen berbasis sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
merupakan kewenangan kepala sekolah menentukan secara mandiri untuk
satuan pendidikan yang dikelolanya dalam bidang manajemen, yang
meliputi:

a. rencana strategis dan operasional,;
b. struktur organisasi dan tata kerja;
c. sistem audit dan pengawasan internal; dan
d. sistem penjaminan mutu internal.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan satuan pendidik anak usia
dini jalur formal, pendidikan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diatur dengan Peraturan Bupati.

7. Ketentuan Pasal 27 ayat (1) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 27

(1) Organ dan pengelolaan satuan pendidikan anak usia dini jalur formal,
pendidikan dasar, yang diselenggarakan oleh masyarakat menggunakan
tata kelola yang ditetapkan oleh badan hukum nirlaba yang sah
berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Pengelolaan satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diselenggarakan berdasarkan prinsip sebagaimana diatur dalam Pasal 20
ayat (2).



(1)

(2)

(3)

(1)

(2)

10.

11.

(1)
(2)

(3)

12.

(1)
(2)

(3)

Ketentuan Pasal 28 ayat (2) dan ayat (3) diubah, sehingga berbunyi sebagai
berikut :

Pasal 28

Pemerintah daerah menanggung seluruh biaya investasi, biaya operasional,
beasiswa, dan bantuan biaya pendidikan bagi satuan pendidikan dasar
yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah.

Pemerintah daerah menanggung biaya investasi, biaya operasional,
beasiswa, dan/atau bantuan biaya pendidikan bagi satuan pendidikan
anak usia dini jalur formal yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dana untuk biaya investasi, biaya operasional, beasiswa, dan/atau
bantuan biaya pendidikan bagi satuan pendidikan anak usia dini jalur
formal dan pendidikan dasar yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah
disalurkan kepada kepala sekolah/madrasah dan dikelola sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ketentuan Pasal 29 ayat (2) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 29

Penyelenggaraan pendidikan formal meliputi:
a. pendidikan anak usia dini TK;

b. pendidikan dasar;

c. pendidikan menengah; dan

d. pendidikan tinggi.

Pemerintah Daerah menyelenggarakan satuan pendidikan anak usia dini
jalur formal dan pendidikan dasar.

Ketentuan Pasal 30 dihapus.

Ketentuan Pasal 32 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diubah, sehingga berbunyi
sebagai berikut :

Pasal 32

Pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal berbentuk TK.

TK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki program pembelajaran 1
(satu) tahun atau 2 (dua) tahun.

TK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diselenggarakan menyatu

dengan SD.

Ketentuan Pasal 33 ayat (1) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :
Pasal 33

Peserta didik TK berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.

Penerimaan peserta didik pada satuan pendidikan usia dini dilakukan
secara objektif, transparan, akuntabel.

Penerimaan peserta didik pada satuan pendidikan anak usia dini dilakukan
tanpa diskriminasi, kecuali bagi satuan pendidikan yang secara khusus
dirancang untuk melayani peserta didik dari kelompok gender atau agama
tertentu.



(4)

13.

(1)

(2)

(3)

14.

(1)

(2)

Keputusan penerimaan calon peserta didik menjadi peserta didik dilakukan
secara mandiri oleh rapat dewan guru yang dipimpin oleh kepala satuan
pendidikan.

Ketentuan Pasal 35 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga berbunyi sebagai
berikut :

Pasal 35

Program pembelajaran TK dikembangkan untuk mempersiapkan peserta
didik memasuki SD.

Program pembelajaran TK dilaksanakan dalam konteks bermain yang dapat

dikelompokan menjadi:

a. bermain dalam rangka pembelajaran agama dan akhlak mulia;

b. bermain dalam rangka pembelajaran sosial dan kepribadian;

c. bermain dalam rangka pembelajaran orientasi dan pengenalan
pengetahuan dan teknologi;

d. bermain dalam rangka pembelajaran estetika; dan

e. bermain dalam rangka pembelajaran jasmani, olahraga, dan kesehatan.

Semua permainan pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

dirancang dan diselenggarakan:

a. secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, dan mendorong
kreativitas serta kemandirian;

b. sesuai dengan tahap pertumbuhan fisik dan perkembangan mental anak
serta kebutuhan dan kepentingan terbaik anak;

c. dengan memperhatikan perbedaan bakat, minat, dan kemampuan
masing-masing anak;

d. dengan mengintegrasikan kebutuhan anak terhadap kesehatan, gizi, dan
stimulasi psikososial; dan

e. dengan memperhatikan latar belakang ekonomi, sosial, dan budaya
anak.

Ketentuan Pasal 36 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga berbunyi sebagai
berikut :

Pasal 36

Pendidikan pada SD berfungsi:

a. menanamkan dan mengamalkan nilai-nilai keimanan, akhlak mulia, dan
kepribadian luhur;

b. menanamkan dan mengamalkan nilai-nilai kebangsaan dan cinta tanah
air;

c. memberikan dasar-dasar kemampuan intelektual dalam bentuk
kemampuan dan kecakapan membaca, menulis, dan berhitung;

d. memberikan pengenalan ilmu pengetahuan dan teknologi;

e. melatih dan merangsang kepekaan dan kemampuan mengapresiasi serta
mengekspresikan keindahan, kehalusan, dan harmoni;

f. menumbuhkan minat pada olahraga, kesehatan, dan kebugaran
jasmani; dan

g. mengembangkan kesiapan fisik dan mental untuk melanjutkan
pendidikan ke SMP.

Pendidikan pada SMP berfungsi:

a. mengembangkan, menghayati, dan mengamalkan nilai-nilai keimanan,
akhlak mulia, dan kepribadian luhur yang telah dikenalinya;

b. mengembangkan, menghayati, dan mengamalkan nilai-nilai kebangsaan
dan cinta tanah air yang telah dikenalinya;

c. mempelajari dasar-dasar ilmu pengetahuan dan teknologi;



(3)
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16.
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(4)
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(6)

17.

(1)

d. melatih dan mengembangkan kepekaan dan kemampuan mengapresiasi
serta mengekspresikan keindahan, kehalusan, dan harmoni;

e. mengembangkan bakat dan kemampuan di bidang olahraga, baik untuk
kesehatan dan kebugaran jasmani maupun prestasi; dan

f. mengembangkan kesiapan fisik dan mental untuk melanjutkan
pendidikan ke jenjang pendidikan menengah dan/atau untuk hidup
mandiri di masyarakat.

Pendidikan dasar bertujuan membangun landasan bagi berkembangnya

potensi peserta didik agar menjadi manusia yang:

a. beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia,
dan berkepribadian luhur;

b. berilmu, cakap, kritis, kreatif, dan inovatif;

c. sehat, mandiri, dan percaya diri; dan

d. toleran, peka sosial, demokratis, dan bertanggung jawab.

Ketentuan Pasal 37 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga berbunyi sebagai
berikut :

Pasal 37
SD terdiri atas 6 (enam) tingkatan kelas, yaitu kelas 1 (satu), kelas 2 (dua),
kelas 3 (tiga), kelas 4 (empat), kelas S (lima), dan kelas 6 (enam).
SMP terdiri atas 3 (tiga) tingkatan kelas, yaitu kelas 7 (tujuh), kelas 8

(delapan), dan kelas 9 (sembilan).

Ketentuan Pasal 38 ayat (1), ayat (4), ayat (5) dan ayat (6) diubah, sehingga
berbunyi sebagai berikut :

Pasal 38

Peserta didik pada SD paling rendah berusia 6 (enam) tahun.

Pengecualian terhadap ketentuan pada ayat (1)dapat dilakukan atas dasar
rekomendasi tertulis dari psikolog profesional.

Dalam hal tidak ada psikolog profesional, rekomendasi dapat dilakukan
oleh dewan guru satuan pendidikan yang bersangkutan, sampai dengan
batas daya tampungnya.

SD wajib menerima warga negara berusia 7 (tujuh) tahun sampai dengan
12 (dua belas) tahun sebagai peserta didik sampai dengan batas daya
tampungnya.

Penerimaan peserta didik kelas 1 (satu) SD tidak didasarkan pada hasil tes
kemampuan membaca, menulis, danberhitung, atau bentuk tes lain.

SD wajib menyediakan akses bagi peserta didik berkelainan.

Ketentuan Pasal 39 ayat (1) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :
Pasal 39

Dalam hal jumlah calon peserta didik melebihi daya tampung satuan

pendidikan, maka pemilihan peserta didik pada SD berdasarkan pada usia
calon peserta didik dengan prioritas dari yang paling tua.

(2) Jika usia calon peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sama,

maka penentuan peserta didik didasarkan pada jarak tempat tinggal calon
peserta didik yang paling dekat dengan satuan pendidikan.
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pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sama, maka
peserta didik yang mendaftar lebih awal diprioritaskan.

Ketentuan Pasal 40 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diubah, sehingga berbunyi
sebagai berikut :

Pasal 40

Peserta didik pada SMP sudah menyelesaikan pendidikannya pada SD dan
Paket A.

SMP wajib menerima warga negara berusia 13 (tiga belas) tahun sampai
dengan 15 (lima belas) tahun sebagai peserta didik sampai dengan batas
daya tampungnya.

SMP wajib menyediakan akses bagi peserta didik berkelainan.
Ketentuan Pasal 41 ayat (1) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 41

SD dan SMP yang memiliki jumlah calon peserta didik melebihi daya
tampung wajib melaporkan kelebihan calon peserta didik tersebut kepada
Pemerintah Daerah yang bersangkutan.

Pemerintah Daerah wajib menyalurkan kelebihan calon peserta didik
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada satuan pendidikan dasar lain.

Ketentuan Pasal 42 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6) dan
ayat (7) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 42

Peserta didik jalur nonformal dapat diterima di SD tidak pada awal kelas 1
(satu) setelah lulus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan
oleh satuan pendidikan formal yang bersangkutan.

Peserta didik jalur nonformal dapat diterima di SMP sejak awal kelas 7
(tujuh) setelah lulus ujian kesetaraan Paket A.

Peserta didik jalur nonformal dapat diterima di SMP tidak pada awal kelas

7 (tujuh) setelah memenuhi persyaratan:

a. lulus ujian kesetaraan Paket A; dan

b. lulus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan oleh satuan
pendidikan formal yang bersangkutan.

Peserta didik pendidikan dasar setara SD di negara lain dapat pindah ke
SD di Indonesia setelah memenuhi persyaratan lulus tes kelayakan dan
penempatan yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan yang
bersangkutan.

Peserta didik pendidikan dasar setara SMP di negara lain dapat pindah ke

SMP di Indonesia setelah memenuhi persyaratan:

a. menunjukkan ijazah atau dokumen lain yang membuktikan bahwa yang
bersangkutan telah menyelesaiakn pendidikan dasar setara SD; dan

b. lulus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan oleh satuan
pendidikan yang bersangkutan.
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Peserta didik pendidikan dasar setara SD yang mengikuti sistem dan/atau

standar pendidikan negara lain dapat diterima di SMP pada awal tahun

kelas 7 (tujuh) setelah memenuhi persyaratan:

a. lulus ujian kesetaraan Paket A; dan

b. dapat menunjukkan ijazah atau dokumen lain yang membuktikan bahwa
yang bersangkutan telah menyelesaikan pendidikan dasar yang
memberikan kompetensi lulusan setara SD.

SD dan SMP memberikan bantuan penyesuaian akademik, sosial,
dan/atau mental yang diperlukan oleh peserta didik berkelainan dan
peserta didik pindahan dari satuan pendidikan formal lain atau jalur
pendidikan lain.

Ketentuan Pasal 45 dihapus.
Ketentuan Pasal 46 dihapus.
Ketentuan Pasal 47 dihapus.
Ketentuan Pasal 48 dihapus.
Ketentuan Pasal 49 dihapus.
Ketentuan Pasal 50 dihapus.
Ketentuan Pasal 51 dihapus.

Ketentuan Pasal 52 dihapus.

Ketentuan Pasal 67 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (6) dan ayat (11)
diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 67

Pendidikan kesetaraan merupakan program pendidikan nonformal yang
menyelenggarakan pendidikan umum setara SD, SMP, dan SMA yang
mencakupi program Paket A, Paket B, dan Paket C serta pendidikan
kejuruan setara SMK yang berbentuk Paket C Kejuruan.

Pendidikan kesetaraan berfungsi sebagai pelayanan pendidikan nonformal
pada jenjang pendidikan dasar.

Peserta didik program Paket A adalah anggota masyarakat yang
memenuhi ketentuan wajib belajar setara SD melalui jalur pendidikan
nonformal.

Peserta didik program Paket B adalah anggota masyarakat yang
memenuhi ketentuan wajib belajar setara SMP melalui jalur pendidikan
nonformal.

Program Paket B sebagaimana dimaksud pada ayat (4) membekali peserta
didik dengan keterampilan fungsional, sikap dan kepribadian profesional
yang memfasilitasi proses adaptasi dengan lingkungan kerja.

Persyaratan mengikuti program Paket B adalah lulus SD atau program
Paket A.

Peserta didik program Paket C adalah anggota masyarakat yang
menempuh pendidikan menengah umum melalui jalur pendidikan
nonformal.
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Peserta didik program Paket C Kejuruan adalah anggota masyarakat yang
menempuh pendidikan menengah kejuruan melalui jalur pendidikan
nonformal.

Program Paket C sebagaimana dimaksud pada ayat (7) membekali peserta
didik dengan kemampuan akademik dan keterampilan fungsional, serta
sikap dan kepribadian profesional.

Program Paket C Kejuruan sebagaimana dimaksud pada ayat (8)
membekali peserta didik dengan kemampuan akademik, keterampilan
fungsional, dan kecakapan kejuruan paraprofesi, serta sikap dan
kepribadian profesional.

Persyaratan mengikuti program Paket C dan Paket C Kejuruan adalah
lulus SMP, Paket B, atau yang sederajat.

Program pendidikan kesetaraan dapat dilaksanakan terintegrasi dengan:
a. program pendidikan kecakapan hidup;

b. program pendidikan pemberdayaan perempuan; dan/atau

c. program pendidikan kepemudaan.

Ketentuan Pasal 68 ayat (4) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :
Pasal 68

Hasil pendidikan nonformal dapat dihargai setara dengan hasil pendidikan
formal setelah melalui uji kesetaraan yang memenuhi Standar Nasional
Pendidikan oleh lembaga yang ditunjuk oleh Pemerintah atau pemerintah
daerah sesuai kewenangan masing-masing, dan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Uji kesetaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Program Paket
A, Program Paket B, Program Paket C, dan Program Paket C Kejuruan
dilaksanakan oleh Badan Standar Nasional Pendidikan.

Uji kesetaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk program

kecakapan hidup dapat dilaksanakan untuk:

a. memperoleh pengakuan kesetaraan dengan kompetensi mata pelajaran
vokasi pada jenjang pendidikan menengah; atau

b. memperoleh pengakuan kesetaraan dengan kompetensi mata kuliah
vokasi pada jenjang pendidikan tinggi.

Uji kesetaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dapat
dilaksanakan oleh SMK yang paling rendah berakreditasi B dari Badan
Akreditasi Nasional Sekolah.

Uji kesetaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dapat
dilaksanakan oleh suatu perguruan tinggi melalui program studi vokasinya
paling rendah berakreditasi B dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan
Tinggi.

Peserta didik yang lulus uji kesetaraan sebagaimana dimaksud pada ayat
(4) dan ayat (5) diberi sertifikat kompetensi.

Ketentuan lebih lanjut mengenai uji kesetaraan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) sampai dengan ayat (6) berpedoman pada peraturan
perundang-undangan.
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Ketentuan Pasal 72 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga berbunyi sebagai
berikut :

Pasal 72

Pemerintah Daerah mengelola dan menyelenggarakan paling sedikit 1 (satu)
satuan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar yang berbasis
keunggulan lokal.

Pemerintah Daerah memfasilitasi penyelenggaraan satuan pendidikan
berbasis keunggulan lokal pada jenjang pendidikan dasar yang
diselenggarakan masyarakat.

Ketentuan Pasal 73 ayat (2) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :
Pasal 73

Keunggulan lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 dikembangkan
berdasarkan keunggulan kompetitif dan/atau komparatif daerah di bidang
seni, pariwisata, pertanian, kelautan, perindustrian, dan bidang lain.

Satuan pendidikan dasar yang dikembangkan menjadi berbasis
keunggulan lokal harus diperkaya dengan muatan pendidikan kejuruan
yang terkait dengan potensi ekonomi, sosial, dan/atau budaya setempat
yang merupakan keunggulan kompetitif dan/atau komparatif daerah.

Ketentuan Pasal 74 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga berbunyi sebagai
berikut :

Pasal 74

Satuan pendidikan dasar yang dikembangkan menjadi satuan pendidikan
berbasis keunggulan lokal melakukan penjaminan mutu pendidikan sesuai
dengan penjaminan mutu sekolah atau madrasah berbasis keunggulan
lokal yang diatur oleh Bupati.

Pemerintah, pemerintah daerah, atau masyarakat dapat mendirikan

sekolah baru yang berbasis keunggulan lokal dengan persyaratan

memenuhi:

a. Standar Nasional Pendidikan sejak sekolah berdiri; dan

b. Pedoman penjaminan mutu sekolah berbasis keunggulan lokal yang
ditetapkan oleh Bupati sejak sekolah berdiri.

Ketentuan Pasal 78 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf ¢, huruf d, huruf, e,
huruf f, huruf g, huruf h, huruf I dan huruf j diubah, sehingga berbunyi
sebagai berikut :

Pasal 78

Pendidik merupakan tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru,
dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator,
dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi
dalam menyelenggarakan pendidikan.

Pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas dan

tanggung jawab sebagai berikut:

a. guru sebagai pendidik profesional mendidik, mengajar, membimbing,
mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada
pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal dan pendidikan dasar;



. konselor sebagai pendidik profesional memberikan pelayanan konseling

kepada peserta didik di satuan pendidikan pada jenjang pendidikan
dasar;

. pamong belajar sebagai pendidik profesional mendidik, membimbing,

mengajar, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik, dan
mengembangkan model program pembelajaran, alat pembelajaran, dan
pengelolaan pembelajaran pada jalur pendidikan nonformal;

.widyaiswara sebagai pendidik profesional mendidik, mengajar, dan

melatih peserta didik pada program pendidikan dan pelatihan prajabatan
dan/atau dalam jabatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah
dan/atau pemerintah daerah;

. tutor sebagai pendidik profesional memberikan bantuan belajar kepada

peserta didik dalam proses pembelajaran jarak jauh dan/atau
pembelajaran tatap muka pada satuan pendidikan jalur formal dan
nonformal,

instruktur sebagai pendidik profesional memberikan pelatihan teknis
kepada peserta didik pada kursus dan/atau pelatihan;

. fasilitator sebagai pendidik profesional melatih dan menilai pada lembaga

pendidikan dan pelatihan;

.pamong pendidikan anak wusia dini sebagai pendidik profesional

mengasuh, membimbing, melatih, menilai perkembangan anak usia dini
pada kelompok bermain, penitipan anak dan bentuk lain yang sejenis
pada jalur pendidikan nonformal;

guru pembimbing khusus sebagai pendidik profesional membimbing,
mengajar, menilai, dan mengevaluasi peserta didik berkelainan pada
satuan pendidikan umum, satuan pendidikan kejuruan, dan/atau
satuan pendidikan keagamaan; dan

narasumber teknis sebagai pendidik profesional melatih keterampilan
tertentu bagi peserta didik pada pendidikan kesetaraan.

35. Ketentuan Pasal 80 ayat (2) huruf c, huruf d dan huruf e diubah, sehingga
berbunyi sebagai berikut :

Pasal 80

(1) Tenaga kependidikan selain pendidik mencakup pengelola satuan
pendidikan, penilik, pengawas, peneliti, pengembang, tenaga perpustakaan,
tenaga laboratorium, teknisi sumber belajar, tenaga administrasi, psikolog,
pekerja sosial, terapis, tenaga kebersihan dan keamanan, serta tenaga
dengan sebutan lain yang bekerja pada satuan pendidikan.

(2) Tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai
tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

a.

b.

pengelola satuan pendidikan mengelola satuan pendidikan pada
pendidikan formal atau nonformal;

penilik melakukan pemantauan, penilaian, dan pembinaan pada satuan
pendidikan nonformal,

. pengawas melakukan pemantauan, penilaian, dan pembinaan pada

satuan pendidikan formal anak usia dini dan pendidikan dasar;

. peneliti melakukan penelitian di bidang pendidikan pada satuan

pendidikan anak usia dini dan pendidikan dasar serta pendidikan
nonformal;

. pengembang atau perekayasa melakukan pengembangan atau

perekayasaan di bidang pendidikan pada satuan pendidikan anak usia
dini dan pendidikan dasar serta pendidikan nonformal,

tenaga perpustakaan melaksanakan pengelolaan perpustakaan pada
satuan pendidikan;
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g. tenaga laboratorium membantu pendidik mengelola kegiatan praktikum
di laboratorium satuan pendidikan;

h. teknisi sumber belajar mempersiapkan, merawat, memperbaiki sarana
dan prasarana pembelajaran pada satuan pendidikan;

i. tenaga administrasi menyelenggarakan pelayanan administratif pada
satuan pendidikan;

j. psikolog memberikan pelayanan bantuan psikologis-pedagogis kepada

peserta didik dan pendidik pada pendidikan khusus dan pendidikan
anak usia dini;

k. pekerja sosial pendidikan memberikan layanan bantuan sosiologis-
pedagogis kepada peserta didik dan pendidik pada pendidikan khusus
atau pendidikan layanan khusus.

Ketentuan Pasal 86 ayat (1) huruf e dan ayat (2) diubah, sehingga berbunyi
sebagai berikut :

Pasal 86

Penghargaan bagi pendidik dan tenaga kependidikan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 84 diberikan oleh:

. Presiden atau Menteri pada tingkat nasional dan/atau internasional;

. gubernur pada tingkat provinsi;

bupati pada tingkat kabupaten;

. camat pada tingkat kecamatan;

kepalo tiyuh/kelurahan pada tingkat tiyuh/kelurahan; dan

pemimpin satuan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan.

O Q0o

Penghargaan bagi pendidik dan tenaga kependidikan dapat diberikan oleh
masyarakat dan organisasi profesi pada tingkat internasional, nasional,
provinsi, kabupaten, kecamatan, tiyuh/kelurahan, dan/atau tingkat
satuan pendidikan.

Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diberikan
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dalam bentuk:
a. tanda jasa;

b. promosi,

C. plagam;

d. uang; dan/atau

e. bentuk penghargaan lainnya.

Ketentuan Pasal 89 ayat (2) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :
Pasal 89
Pengawasan pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan dilakukan oleh

pemerintah daerah, dewan pendidikan dan komite sekolah/madrasah.

Pemerintah daerah melaksanakan pengawasan terhadap pengelolaan dan
penyelenggaraan pendidikan anak wusia dini pendidikan dasar, dan
pendidikan nonformal di wilayah yang menjadi kewenangannya.

Pengawasan pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
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Ketentuan Pasal 96 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga berbunyi sebagai
berikut :

Pasal 96
Komite sekolah melaksanakan pengawasan terhadap pengelolaan dan

penyelenggaraan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan.

Hasil pengawasan oleh komite sekolah dilaporkan kepada rapat orang
tua/wali peserta didik yang diselenggarakan dan dihadiri kepala sekolah
dan dewan guru.

Ketentuan Pasal 97 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diubah, sehingga berbunyi
sebagai berikut :

Pasal 97

Pendirian program atau satuan pendidikan pendidikan anak wusia dini
formal dan pendidikan dasar wajib memperoleh izin Pemerintah atau
pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya.

Izin pendirian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk TK, SD dan
SMP, yang memenuhi standar pelayanan minimum sampai dengan Standar
Nasional Pendidikan, diberikan oleh Bupati.

Izin pengembangan SD dan SMP, yang memenuhi Standar Nasional
Pendidikan menjadi satuan dan/atau program pendidikan berbasis
keunggulan lokal, diberikan oleh Bupati.

Pendirian satuan pendidikan nonformal wajib memperoleh izin dari
pemerintah daerah.

Ketentuan tentang tata cara pemberian izin satuan pendidik formal dan
non formal berpedoman pada ketentuan perundang-undangan.

Ketentuan Pasal 98 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 98

Masyarakat dapat berperan serta dalam penyelenggaraan pendidikan melalui
berbagai komponen masyarakat, pendidikan berbasis masyarakat, dewan
pedidikan, dan komite sekolah.

41.
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Ketentuan Bab XIX Komite Sekolah/Madrasah diubah judul bab,
sedangkan ketentuan Pasal 103 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5),
ayat (6) dan ayat (7) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :
BAB XIX
KOMITE SEKOLAH

Pasal 103

Komite sekolah berfungsi dalam peningkatan mutu pelayanan pendidikan
dengan memberikan pertimbangan, arahan dan dukungan tenaga, sarana
dan prasarana, serta pengawasan pendidikan pada tingkat satuan
pendidikan.

Komite sekolah menjalankan fungsinya secara mandiri dan profesional.

Komite sekolah memperhatikan dan menindaklanjuti terhadap keluhan,
saran, kritik, dan aspirasi masyarakat terhadap satuan pendidikan.
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Komite sekolah dibentuk untuk 1 (satu) satuan pendidikan atau gabungan
satuan pendidikan formal pada jenjang pendidikan dasar dan menengah.

Satuan pendidikan yang memiliki peserta didik kurang dari 200 (dua ratus)
orang dapat membentuk komite sekolah gabungan dengan satuan
pendidikan lain yang sejenis.

Komite sekolah berkedudukan di satuan pendidikan.

Pendanaan komite sekolah dapat bersumber dari:

a. pemerintah;

b. pemerintah daerah;

c. masyarakat;

d. bantuan pihak asing yang tidak mengikat; dan/atau
e. sumber lain yang sah.

Ketentuan Pasal 104 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5) serta ayat
(7) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 104

Anggota komite sekolah berjumlah paling banyak 15 (lima belas) orang,
terdiri atas unsur:

a. orang tua/wali peserta didik paling banyak 50% (lima puluh persen);

b. tokoh masyarakat paling banyak 30% (tiga puluh persen); dan

c. pakar pendidikan yang relevan paling banyak 30% (tiga puluh persen).

Masa jabatan keanggotaan komite sekolah adalah 3 (tiga) tahun dan dapat
dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Anggota komite sekolah dapat diberhentikan apabila:

a. mengundurkan diri;

b. meninggal dunia; atau

c. tidak dapat melaksanakan tugas karena berhalangan tetap;

d. dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana kejahatan berdasarkan
putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Susunan kepengurusan komite sekolah terdiri atas ketua komite dan
sekretaris.

Anggota komite sekolah dipilih oleh rapat orang tua/wali peserta didik
satuan pendidikan.

Ketua komite dan sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dipilih
dari dan oleh anggota secara musyawarah mufakat atau melalui
pemungutan suara.

Anggota, sekretaris, dan ketua komite sekolah ditetapkan oleh kepala
sekolah.

43. Ketentuan Pasal 105 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 105

Dewan pendidikan dan/atau komite sekolah, baik perseorangan maupun

ko
a.

lektif, dilarang:
menjual buku pelajaran, bahan ajar, perlengkapan bahan ajar, pakaian
seragam, atau bahan pakaian seragam di satuan pendidikan;



b. memungut biaya bimbingan belajar atau les dari peserta didik atau orang
tua/walinya di satuan pendidikan,;

c. mencederai integritas evaluasi hasil belajar peserta didik secara langsung
atau tidak langsung;

d. mencederai integritas seleksi penerimaan peserta didik baru secara langsung
atau tidak langsung; dan/atau

e. melaksanakan kegiatan lain yang mencederai integritas satuan pendidikan
secara langsung atau tidak langsung.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangnya Peraturan
Daerah ini dengan penempatannya dalam lembaran daerah Kabupaten Tulang
Bawang Barat.

Ditetapkan di Panaragan
pada tanggal 11 Desember 2017

BUPATI TULANG BAWANG BARAT

Dto.

UMAR AHMAD

Diundangkan di Panaragan
pada tanggal 12 Desember 2017

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT,

Dto.
HERWAN SAHRI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT TAHUN 2017
NOMOR 8

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,

Sofivan Nury, r.Sos., M.IP
Pembina
NIP. 19770409 200212 1 008

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT,
PROVINSI LAMPUNG:



II.

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT
NOMOR TAHUN 2017
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG
BARAT NOMOR 6 TAHUN 2013 TENTANG PENGELOLAAN DAN
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

UMUM

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah, pengelolaan pendidikan menengah telah menjadi kewenangan
Provinsi, sehingga Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat
Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan
Pendidikan perlu ditinjau kembali dan disesuaikan dengan kebijakan
pemerintah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku.

PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal I
Cukup Jelas.
Angka 1
Pasal 1
Cukup jelas.
Angka 2
Pasal 14
Cukup jelas.
Angka 3
Pasal 20
Ayat (1)
Manajemen berbasis sekolah adalah bentuk otonomi
manajemen pendidikan pada satuan pendidikan, yang
dalam hal ini kepala sekolah dan guru dibantu oleh komite
sekolah dalam mengelola kegiatan pendidikan.
Otonomi perguruan tinggi adalah kemandirian perguruan
tinggi untuk mengelola sendiri lembaganya.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Angka 4
Pasal 24
Cukup jelas.
Angka 5
Pasal 25

Satuan pendidikan anak usia dini jalur formal dan pendidikan
dasar, termasuk satuan pendidikan khusus yang sederajat,
antara lain TK, SD, SMP.



Angka 6

Pasal 26
Cukup jelas.
Angka 7
Pasal 27
Cukup jelas.
Angka 8
Pasal 28
Cukup jelas.
Angka 9
Pasal 29
Cukup jelas.
Angka 10
Pasal 30
Dihapus.
Angka 11
Pasal 32
Ayat (1)
Dihapus.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Angka 12
Pasal 33
Cukup jelas.
Angka 13
Pasal 35
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Huruf a

Program pembelajaran agama dan akhlak mulia
pada TK, dimaksudkan untuk peningkatan potensi
spiritual peserta didik melalui contoh pengamalan
dari pendidik agar menjadi kebiasaan sehari-hari,
baik di dalam maupun di luar sekolah sehingga
menjadi bagian dari budaya sekolah.

Huruf b

Program pembelajaran sosial dan kepribadian pada
TK, dimaksudkan untuk pembentukan kesadaran
dan wawasan peserta didik atas hak dan
kewajibannya sebagai warga masyarakat dan dalam
interaksi sosial serta pemahaman terhadap diri dan
peningkatan kualitas diri sebagai manusia sehingga
memiliki rasa percaya diri.

Huruf c

Program pembelajaran orientasi dan pengenalan
pengetahuan dan teknologi pada TK dimaksudkan
untuk mempersiapkan peserta didik secara
akademik memasuki SD dengan menekankan pada
penyiapan kemampuan berkomunikasi dan
berlogika  melalui  berbicara, mendengarkan,



pramembaca, pramenulis dan praberhitung yang
harus dilaksanakan secara hati-hati, tidak
memaksa, dan menyenangkan sehingga anak
menyukai belajar.

Huruf d

Program pembelajaran estetika pada TK
dimaksudkan wuntuk meningkatkan sensitivitas,
kemampuan mengekspresikan diri dan kemampuan
mengapresiasi keindahan dan harmoni yang
terwujud dalam tingkah laku keseharian.

Huruf e

Program pembelajaran jasmani, olahraga dan
kesehatan pada TK dimaksudkan untuk
meningkatkan potensi fisik dan menanamkan
sportivitas serta kesadaran hidup sehat dan bersih.

Ayat (3)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Yang dimaksud dengan “stimulasi psikososial”
dalam ketentuan ini adalah rangsangan pendidikan
yang menumbuhkan kepekaan memahami dan
bersikap terhadap lingkungan sosial sekitarnya.
Misalnya memahami dan bersikap sopan kepada
orang tua, saudara, dan teman.
Huruf e
Cukup jelas.
Angka 14
Pasal 36
Cukup jelas.
Angka 15
Pasal 37
Ayat (1)
Bentuk lain yang sederajat dengan SD antara lain Paket A,
Ayat (2)
Bentuk lain yang sederajat dengan SMP antara lain Paket
B,
Angka 16
Pasal 38
Cukup jelas.
Angka 17
Pasal 39
Cukup jelas.
Angka 18
Pasal 40
Cukup jelas.
Angka 19
Pasal 41

Cukup jelas.



Angka 20

Pasal 42

Angka 21

Cukup jelas.

Pasal 45

Angka 22

Dihapus.

Pasal 46

Angka 23

Dihapus.

Pasal 47

Angka 24

Dihapus.

Pasal 48

Angka 25

Dihapus.

Pasal 49

Angka 26

Dihapus.

Pasal 50

Angka 27

Dihapus.

Pasal 51

Angka 28

Dihapus.

Pasal 52

Angka 29

Dihapus.

Pasal 67

Ayat (1)
Program  Paket

C Kejuruan

merupakan

program

pendidikan nonformal yang menyelenggarakan pendidikan
kejuruan setara SMK atau MAK.

Ayat (2)

Cukup jelas.
Ayat (3)

Cukup jelas.
Ayat (4)

Cukup jelas.
Ayat (5)

Cukup jelas.
Ayat (6)

Cukup jelas.
Ayat (7)

Cukup jelas.
Ayat (8)

Cukup jelas.
Ayat (9)

Cukup jelas.
Ayat (10)

Cukup jelas.
Ayat (11)

Cukup jelas.



Ayat (12)
Cukup jelas.
Angka 30
Pasal 68
Cukup jelas.
Angka 31
Pasal 72
Cukup jelas.
Angka 32
Pasal 73
Cukup jelas.
Angka 33
Pasal 74
Cukup jelas.
Angka 34
Pasal 78
Cukup jelas.
Angka 35
Pasal 80
Cukup jelas.
Angka 36
Pasal 86
Cukup jelas.
Angka 37
Pasal 89
Cukup jelas.
Angka 38
Pasal 96
Cukup jelas.
Angka 39
Pasal 97
Cukup jelas.
Angka 40
Pasal 98
Cukup jelas.
Angka 41
Pasal 103
Cukup jelas.
Angka 42
Pasal 104

Ayat (1)
Komposisi keanggotaan komite sekolah, misalnya,
perwakilan orang tua/wali peserta didik, hanya memenuhi
40% (empat puluh persen), sehingga unsur perwakilan
tokoh masyarakat berjumlah 30% (tiga puluh persen) dan
pakar pendidikan berjumlah 30% (tiga puluh persen).

Apabila perwakilan orang tua/wali peserta didik sudah
memenuhi 50% (lima puluh persen), unsur perwakilan
tokoh masyarakat dapat berjumlah 25% (dua puluh lima
persen) dan pakar pendidikan berjumlah 25% (dua puluh
lima persen), atau tokoh masyarakat berjumlah 30% (tiga
puluh persen) dan pakar pendidikan berjumlah 20% (dua
puluh persen), atau tokoh masyarakat berjumlah 20%
(dua puluh persen) dan pakar pendidikan berjumlah 30%
(tiga puluh persen).



Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Ayat (6)
Cukup jelas.
Ayat (7)
Cukup jelas.
Angka 43
Pasal 105
Cukup jelas.
Pasal 11
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT
NOMOR 82



